
 

 

  Jakarta, 15 April 1985 
Nomor : S-100/1985  
Lampiran  : - 
Perihal  : Prosedur Penyidikan atas 
 temuan hasil pemeriksaan BPKP. 
   
 
 
Kepada Yth.  
Bapak Jaksa Agung RI  
di 

JAKARTA  
 

 Berdasarkan prosedur penyampaian laporan BPKP atas kasus-kasus tindak pidana 
khusus dari hasil pemeriksaan BPKP yang berlaku sekarang adalah sebagai berikut :  

1. Atas hasil pemeriksaan kasus-kasus yang diduga mengandung unsur tindak pidana 
korupsi oleh Perwakilan BPKP Daerah, BPKP Pusat menyampaikan laporan kasus 
tersebut kepada Kejaksaan Agung.  

2. Atas dasar laporan tersebut pada angka 1 Kejaksaan Agung memerintahkan 
Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri setempat menghubungi Perwakilan BPKP 
Daerah guna melakukan pemrosesan lebih lanjut untuk dapat diajukan ke Pengadilan.  

3. Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri setempat menghubungi Kantor Perwakilan 
BPKP setempat untuk mendapat laporan lengkapnya dan bukti-bukti yang 
mendukung laporan tersebut untuk keperluan penyidikan.  
Apabila dianggap cukup bukti, barulah kasus tersebut diberkaskan untuk selanjutnya 
dilakukan penuntutan.  

 
Ternyata di dalam pelaksanaannya, prosedur tersebut mengandung kelemahan yaitu 
adanya kesenjangan waktu antara pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan penyidikan.  
Kesenjangan waktu tersebut kadang-kadang dimanfaatkan calon terdakwa untuk 
melengkapi administrasi yang ada dengan bukti-bukti baru seolah-olah tidak ada pe- 
tenggaran hukum atas kasus yang sedang disidik. Begitu pula dengan adanya kesenjangan 
waktu tersebut kadang- kadang sulit untuk mencarikan bukti-bukti materiilnya berhubung 
telah berubahnya keadaan obyek waktu diperiksa dengan keadaan obyek pada waktu 
dilakukan penyidikan.  
 Memperhatikan kelemahan yang ada, kami menyarankan ditambahkannya 
prosedur baru tanpa mengurangi unsur pengawasan yang tetap harus dipelihara baik oleh 
Pimpinan Kejaksaan Agung ataupun Pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan.  
Apabila Bapak menyetujui tambahan prosedur dimaksud adalah sebagai berikut :  
a. Mendahului penyampaian laporan final oleh BPKP Pusat kepada Kejaksaan Agung 

sebagai tersebut di dalam angka 1 prosedur tersebut di atas, apabila Perwakilan BPKP 
Daerah di dalam pelaksanaan pemeriksaan menemukan bukti-bukti adanya pelanggar- 
an hukum yang mengakibatkan kerugian Negara, segera minta izin kepada BPKP 
Pusat untuk minta bantuan Jaksa Agung melakukan penyidikan atas temuan-
temuannya.  

b. Setelah BPKP Pusat menerima permintaan tersebut di dalam huruf a segera akan 
meminta Kejaksaan Agung agar Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri setempat 
diizinkan untuk memberi bantuan tersebut. Bersamaan permintaan tersebut BPKP 
Pusat akan memerintahkan Perwakilan BPKP Daerah untuk menghubungi Kejaksaan 
Tinggi/Kejaksaan Negeri setempat.  

c. Dengan izin/perintah Kejaksaan Agung maka Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri 
setempat tanpa ragu-ragu akan membantu melakukan penyidikan atas kasus yang 
sedang diperiksa.  

  



 

 

 Dengan tambahan prosedur tersebut atas prosedur yang sudah ada diharapkan 
akan diperoleh manfaat sebagai berikut :  

1. Pada saat pemeriksaan di lapangan selesai dan laporan disusun tindak penyidikan 
oleh Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri setempat telah selesai. Jadi waktu 
pengulangan peineriksaan kasus akan di- hindari dan penghematan waktu akan kita 
peroleh.  

2. Pelaksanaan penyidikannya tidak sulit karena keadaan administrasi/fisik lapangan 
masih dalam keadaan sebenarnya (aslinya).  

3. Unsur pengawasan/pengendalian yang harus dilakukan Pimpinan Kejaksaan Agung 
ataupun BPKP terhadap pelaksanaan aparatnya di Daerah tetap terpelihara.  

 
 Sekiranya saran kami dapat diterima mohon kabar untuk kemudian kami 
instruksikan kepada kantor-kantor Perwakilan kami di Daerah.  
 
 Kemudian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.  
 

 
KEPALA 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 
DAN PEMBANGUNAN 

 
TTD 

 
Drs. G A N D H I 
NIP.O60006034 

 
Tembusan :  
Yth. Saudara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.  
 
 


